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Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Dana
Kampanye peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Solok mengimbau
kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok hal-hal sebagai berikut;
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Bahwa Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
menyatakan :
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan
Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga
negara asing;
b.  penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
¢. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
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d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau
sebutan lain.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang

mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

a. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubermnur dan wakil gubermur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari
setelah masa Kampanye berakhir.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga sumbangan

atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a.  perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh
sahamnya dimiliki asing;

b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih
dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan

c. organisasi masyarakat asing.

Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain;dan

b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan
untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

Bahwa Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
menyatakan :

(1)
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Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubermnur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan
gubemnur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang
bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi
peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai
dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang
bersangkutan diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan
Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di
laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubermur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

Bahwa Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
menyatakan :

(1)

)

Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPUKabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang
bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
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dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi
peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3
(tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta Pasangan Calon tersebut
ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan
sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat
yang berwenang.

KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan
Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubemnur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

Bahwa Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
menyatakan :

(1)

(2)
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Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubermur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang
bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yangbersangkutan diberikan sanksi
peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1
(satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi
berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemnur terpilih
atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota.

KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan
Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubermnur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota

Bahwa Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
menyatakan :

(1)

(2)

Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan memperoleh suara
terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut tidak ditetapkan menjadi Pasangan Calon
terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada
KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil guberur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan tidak memperoleh suara
terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut akan diumumkan di laman dan media sosial
resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota




6. Bahwa Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
menyatakan :
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Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasangan Calon wajib
mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan
kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak,
Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa Berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Pemilihan menyatakan :

%)

(6)

(7)
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Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah,).

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau
kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan
dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh
delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

8. Melaksanakan Tahapan Dana Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Solok sesuai dengan mempedomani ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;

9. Melaksanakan Tahapan dan Jadwal Penyampaian dan Pelaporan Dana Kampanye sesuai
dengan Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan

terimakasih.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat




